
BTIPATI SAROLANGTIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2O1g

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2Arc TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERiNTAH KABUPATEN

SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara
lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai
petjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap Pemerintah Kahupaten Sarolangun Tahun Anggaran
2019;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan
penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam
peraturan ini sehingga perlu merubah Peraturan Bupati
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, daa huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2019 tentang Standar Braya Perjalanan Dinas bagi
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan DPRD,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Kabupaten Sarolangun.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3903) sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OOO tentang
Perubahan Atas Undang-Uadang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sar<rlangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tar{ung
Jabung Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O0O Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Irmbaran Negara Republik Indoresia Ta}run 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor +2&6};

Mengingat : 1.

b.

c.

2.



,@
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44001;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2CIL4 tentang Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Zalq Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a\

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a712|;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan l)aerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201,1 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 |PMK.05/2010
tenta.ng Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05l2Al4 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97 lPMK.05l2010 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap;
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l" 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. A2 l2}l8
tentang Stand.ar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2AD;

1"2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2a12 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2OL2 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O1B tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2A19 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2A1"8 Nomor 4).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten
Saroiangun Tahun 2019 Nomor 2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1

(satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan
Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan Peq'alanan Dinas baik lamanya waktu perjalanan
maupun transportasi yang digunakan;

12) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar Provinsi Jambi yang waktu
tempuhnya kurang dari 3 (tiga) jam untuk mencapai tempat tujuan
dan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan
maksimal 2 (dua) hari;

t3) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jambi atau di
kabupaten dalam Provinsi Jambiyang sifatnya konsultasi dan
koord"inasi hanya diperkenankan maksimal 2(dua) hari;

(4) Tata cara penghitungan lamanya Perjalanan Dinas meiiputi jumlah
hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari ditempat tujuan dan
jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan;

{5) Perjalanan Dinas yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara
hanya dibayarkan uang harian dan bantuan transportasi;

(6) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka
mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan,
untuk perjalanan mencapai daerah tdmn dan perjalarran kembali ke
tempat kedudukan diberikan uang harian sedangkan selama
mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan
diberikan uang harian diklat.
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4),

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Istri Bupati dan Wakil Bupati yang diharuskan mendampingi
suaminya pada suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas yang

disamakan dengan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tanpa
biaya penginaPan dan biaYa taksi.

t2) Isteri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan
dinas teikait dengan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah
(OpD) diberikan biaya perjalanan dinas yang disarnakan dengan
perjalanan dinas Goiongan B.

(3) Biaya penginapan ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil
Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dalam rangka perjalanan dinas
mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD
serta Sekretaris Daerah dapat menggunakan kamar di hotel yang
sama dengan yang diajudaninya dengan tarif hotel paling tinggi sesuai
tarif hotel pejabat Esselon IV tanpa diberikan biaya taksi.

(4) Uang harian Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD
serta Sekretaris Daerah dalam rangka perjalanan dinas mendampingi
Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris
Daerah hanya dibayarkan mengantar dan menjemput.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal € 4"1 201.9

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN

ilLAE DITELIT] KOBEI{ARANIU }'A

ltii/ltt0 tglll3,

Q "u.orr 'AR.LANGUN,\4
b

CEK ENDRA

di Sarolangun
5 qnt 2OLs

DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

SAROLANGUN TAHUN 20t9 NoMoR 4
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I,AMPIRAN I. PERATURAN BUPATI SAROI,ANGUN
NoMoR A4 IAHUN 2019
TANGGAL S; sycil 2ots
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

STANDAR BIAYA PER,JALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI'

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI

TIDAKTETAP PEMERINTAH KABUPA?EN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

I. STANDAR UANG HARIAN PERJAI,ANAN DINAS DAI.AM NEGERI,UANG REPRESENTASI, UANG DIKLAT DAN PENGINAPAN

I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DAI,AM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NC GOLONGAN
UANG

HARIAN
UANG

REPRESENTASI
JUMLAH
PER HARI

UANG
DIKI,AT

PENGINAPAN

1 (21 (3) (41 s) (6) (7t

1 Golonsan A Rp 1.75O.0O0 RD 600.000 Rp 2.350.O00 Rp 300.000 Rp 6.O0O.OO0

2 Golongan B Rp 1.65O.000 Rp 500.0OO Rp 2.15O.000 Rp 300.000 Rp 2.500.000
3 Golonean C Rp r-1OO-0O0 Ro 3OO.OOO Rp r.400.OOO Ro 2OO.OOO Rp 1.5OO-OOO

4 Golongan D Rp 850.000 Rn Rp 85O.OOO Rp 18O.OO0 Rp 992.OOO

5 Golonsan E Rp 8OO.O00 Ro Rp 800.000 Rp 150.000 Rp 650.000

6 Golonear F Rp 750.000 RD Rp 750.000 Rp 120.000 Rp 610.000
7 Golongan G Rp 600.000 Rp Rp 600.000 Rp 11O.OOO Rp 5OO.OOO

I.2. KE KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, KABUPATEN MUSI RAWAS DAN KOTA LUBUK LINGGAU

NO GOI,ONGAN
UANG

HARIAN
UANG

REPRESENTAS]
.IUMlj,H
PER HARI

UANG
DIKI.{T

PENGINAPAN

1 (2t (3) (41 (s) t6) (n
1 Golongan A Rp 1.5OO.OO0 Rp 200.OOO Ro 1.7O0.000 Rp 150.000 Rp 1.500.O00
2 Golonean B Rp 1.4OO.OO0 Rp r50.O0O Rp 1.550.000 Rp l50.OOO Rp 1.250.OOO

3 Golongan C Rp 900.000 Rp 100.0OO Rp 1.0O0.O00 Rp 150.000 Rp 1.0OO.O0O

4 Golonean D Rp 75O.0OO Ro Rp 750"000 Rp 150,000 Rp 750.000
5 Golonsan E Rp 650.000 Ro Rp 650.000 Rp 150.000 Rp 600.000
6 Golonean F Rp 550.000 RD Ro 550.000 RD 150.000 Rp 500.000
7 Golonsan G Rp 450.000 Rn Rp 450.000 Rp 150.000 Rp 500.000

I.4. ANTAR KECAMATAN DAI,AM KABUPATEN SAROLANGUN

NO GOLONGAN
BERAT SEDANG I-ANCAR

UANG HARIAN UANG HARIAN UANG HARIAN
1 (21 t3) (4) (s)
1 Golongan A Rp 25O.OOO Rp 23O.OOO Rp 21O.OOO
2 Golonsan B Rp 160.000 Rp 15O.OOO Rp 14O.00O
3 Golongan C Rp 150.000 Rp 140.0OO Rp 13O.O0O
4 Golongan D Rp 140.000 Rp 130.000 Rp 120.000
5 Golonean E Rp 13O.OOO Rp 12O.OOO Rp 11O.OOO
6 Golongan F Rp 11O.OOO Rp IOO.OOO Rp 9O.0OO

Golonean G Rp 1OO.000 Rp 90.000 Rp 8O.OOO

Penjelasan:
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas datam negeri merupakan penggantian biaya

keperluan sehari-hari dalam menjal,ankan perintah perjalanan rlinas di dalam 116gsri.
- uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, Anggota DPRD dan pejabat

Eslon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rmgka pelakmnaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya ymg
digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam
pelaksanaannya, mekanisme pertanggungiawaban disesuaikan dengan bulrti pengeluaran
yang sah ( o, cost ).

- WIL. I : Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari
- WIL. n : Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupa.ten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi
- wIL. III : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh

-o KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DAI.AM PROVINSI JAMBI

NO GOI,ONGAN UANG HARIAN
UANG

REPRESENTASI
UANG

DIKLAT
PENGINAPAN

WIL. I WIL.II wLu
I Golongan A Rp 55O.0O0 Rp 600.000 Rp TOO.OOO Rp 2OO.OOO Rp r5O.OOO Rp 1.5O0.000
2 Golongan B lp 5OO.OO0 Rp 55O.OOO Rp 650.000 Rp 150.OO0 Rp 15O.OOO Rp 1.250.0O0
3 Golongan C Rp 450.000 Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 1.O00.000
4 Golonsan D .p 400.000 Rp 450.000 Rp 55O.OOO Rp Rp 15O.O00 Rp 750.000
5 Golongan E Rp 350.000 Rp 400.000 Rp 5OO.OO0 Rn Rp 15O.O00 Rp 600.000
6 Golonean F Rp 30O.0OO Rp 35O.OOO Rp 45O.OOO Ro Rp 15O.OOO Rp 500.000
7 Golonsan G Rp 250.000 Rp 3OO.0OO Rp 400.000 Rp Rp 15O.O0O Rp 500.000



II SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Penjelasan:
- Satuan biaya sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya

yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 yang
diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri
di tempat tujuan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya
sewa kenda-raan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Dalam pelaksanaannya,
mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah
( at cost l.

NO PROVINSI SATUAN RODA 4

(1) (21 (3) (4)

1 ACEH Per Hari Rp 795.000

2. SUMATERAUTARA Per Hari Rp 88B.OOO

3. RIAU Per Hari Rp 875.000

4. KEPUI,AUAN RIAU Per Hari Rp 820.000

5. JAMBI Per Hari Rp 710.000

6. SUMATERA BARAT Per Hari Rp 700.ooo

7. SUMATERA SEI.ATAN Per Hari Rp 875.000

8. I-{MPUNG Per Hari Rp 700.000

9. BENGKULU Per Hari Rp 710.OOo

10. BANGKA BELITUNG Per Hari Rp 927.OOO

11. BANTEN Per Hari Rp 700.000

12. JAWA BARAT Per Hari Rp 744.OOO

13. DKI JAKARTA Per Hari Rp 710.000

14. JAWATENGAH Per Hari Rp 700.000

15. DI YOGYAI{AR'IA Per Hari Rp 799.0OO

16. JAWATIMUR Per Hari Rp 700.000

17. BALI Per Hari Rp 790.000

18. NUSA TENGGARA BARAT Per Hari Rp 790.OOO

19. NUSA TENGGARA TIMUR Per Hari Rp 800.OOO

20. KALIMANTAN BARAT Per Hari Rp 798.000

2t. KALIMANTAN TENGAH Per Hari Rp 944.000

22. KALIMANTAN SELATAN Per Hari Rp 710.000

23- KALIMANTAN TIMUR Per Hari Rp 1.013.000

24. KALIMANTAN UTARA Per Hari Rp 1.013.000

25. SULAWESI UTARA Per Hari Rp 800.000

26. GORONTALO Per Hari Rp 740.000

zt. SULAWESI BARAT Per Hari Rp 710.000

28. SULAWESI SELATAN Per Hari Rp 700.000

29. SULAWESI TENGAH Per Hari Rp 770.OOO

30. SUI,AWESI TENGGARA Per Hari Rp 770.OOO

31. MALUKU Per Hari Rp 89O.OOO

32. MALUKU UTARA Per Hari Rp 900.ooo

33. PAPUA Per Hari Rp 1.025.oo0

34. PAPUA BARAT Per Hari Rp 980.000



III. SATUAN BIAYATIKET PESAWAT PER. ALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO TUJUAN

SATUAN B :AYA TIKET

BISNIS EKONOMI

Bupati/ Wakit Bupati/
Pimpinan DPRD

Sekda, Anggota DPRD,
Golongan B, C, D, E, F, dan

G

(1) (3) (4) (s)

1 JAKARTA Rp 4.065.000 Rp 2.+60.000

2. BANDUNG Rp 5.006.000 Rp 2.941.000

3. BALIKPAPAN Rp 7.733.OOO Rp 4.4O7.OOO

4. BANJARMASIN Rp 7.690.000 Rp 4.193.000

5. DENPASAR Rp 7.733.000 Rp 4.439.000

6. YOGYAKARTA Rp 6.653.000 Rp 3.551.000

7. KUPANG Rp 11.434.000 Rp 6.075.000

8. MAKASSAR Rp 9.659.000 Rp 4.952.OOO

9. MALANG Rp 7.091.000 Rp 3.925.000

10. MANADO Rp |2.7O7.OOO Rp 6.097.000

11 PALANGKARAYA Rp 7.444.OOO Rp 4.193.000

t2. PONTIANAK Rp 6.878.000 Rp 4.011.000

13. SEMARANG Rp 6.428.000 Rp 3.476.000
14. SOLO Rp 6.428.000 Rp 3.615.000
15. SURABAYA Rp 7.883.000 Rp 3.915.000
17. MEDAN ViaJAKARTA Rp 1i.317.000 Rp 6.268.000
18. AMBON viaJAKARTA Rp 17.350.000 Rp 9.541.000
19. BANDA ACEH via JAI(ARTA Rp 11.584.000 Rp 6.952.000
20. BANDAR LAMPUNG via JAKARTA Rp 6.472.000 Rp 4.043.000
2l BATAM viA JAKARTA Rp 8.932.000 Rp 5.348.000
22. BENGKULU viA JAKARTA Rp 8.429.OOO Rp 5.081.000
23. BIAK via. JAKARTA Rp 18.130.OOO Rp 9.979.OO0
24. GORONTALO via JAKARTA Rp 11.296.000 Rp 7.284.OOO
25. JAYAPURA viA JAKARTA Rp 18.633.000 Rp 10.653.000
26. KENDARI viA JAKARTA Rp 11.723.OOO Rp 6.642.000
27. MAMUJU viaJAKARTA Rp 1i.360.00O Rp 7.327.ooo
28. MANOKWARI via JAKARTA Rp 2o.29l.OOO Rp 13.284.000
29. MATARAM via JAI(ARTA Rp 9.381.000 Rp 5.690.000
30 PADANG via JAKAR?A Rp 9.595.000 Rp 5.412.000
31 PALEMBANG via JAI(ARTA Rp 7.926.000 Rp 4.728.OO0
32 PALU via JAKARTA Rp 13.413.000 Rp 7.573.000
33 PANGKAL PINANG via JAKARTA Rp 7.477.OOO Rp 4.599.000
34 PEKANBARU via JAKARTA Rp 9.648.000 Rp 5.476.000
35 TERNATE via JAKARTA Rp 14.066.000 Rp 9.124.ooo
36 TIMIKA viaJAI(ARTA Rp 17.895.000 Rp 9.947.ooo

Pen_ielasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adatah satuan biaya untuk
pembelian tiket udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke
h.'+ltfl::+t--C'!.44ta frrirl;;n f!:+1letf-r trrafFnr.,atti!)rf :riir).r'rr.n i)a1,.r., n4!.1'lzsarrr*rr,f,rlr).,,rr-flrrvuq l.^Jsl.i PLiLiilaialli uiii8aal. uailLa ijuia-:naidat ari;!;il-*-,

satuan biaya tiket perjaianan clinas dalam negerr menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran).



ry. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO NEGARA SATUAN
GOLONGAN

GOL. A GOL. B GOL. C GOL. D

1) (2t (3) (4) (s) (6) (71

AMERIKA UTARA

1 Amerika Serikat OH $ 578 $ 513 $ 440 $ 382

2. Kanada OH $ 447 $ 404 $ 368 $ 307

AMERIKA SEI.,ATAN

3. Arsentina OH $ 534 $ 402 $ 351 $ 349

4. Venezuela OH $ 557 $ 388 $ 344 $ 343

5. Branl OH $ +so $ e+t $ 29t $ 24r
6. Chile OH $ 41s $ 316 $ 270 $ 222

7. Columbia OH $ 436 $ 323 $ 276 $ 2s4
8. Peru OH $ 459 $ s+z $ 320 $ 276

9. Suriname OH $ 398 $ 295 $ 252 $ 207
10. Ekuador OH $ 385 $ 273 $ 242 $ 24L

AMERIKATENGAH
11. Mexico OH $ 493 $ 366 $ 324 $ 323
t2. Kuba OH $ 406 $ 305 $ 26L $ 221
13. Panama OH $ +t+ $ 342 $ 306 $ 2Tt

EROPA BARAT
t4. Austria OH $ 504 $ 453 $ sra $ 317
15. Belgia OH $ 466 $ +is $ 282 $ 28L
16. Perancis OH $ srz $ 464 $ 382 $ 381
t7. Rep. Federasi Jerman OH $ ++z $ +rs $ 285 $ 285
18. Belanda OH $ 463 $ 4t6 $ 272 $ 271
19. Swiss OH $ 636 $ 570 $ 403 $ 401

EROPA UTARA
20. Denmark OH $ 567 $ 491 $ 343 $ 301
21. Finlandia OH $ 453 $ 409 $ 354 $ ere
22. Norwegia OH $ 62r $ 559 $ 389 $ 386
23. Swedia OH $ 466 $ 436 $ 342 $ 341
24. Kerajaan IngEris OH $ 792 $ 774 $ 583 $ s82

EROPA SEI.ATAN

25. Bosnia Herzegovina OH $ 456 $ 42o $ 334 $ 333
26. Kroasia OH $ 555 $ 506 $ 406 $ 405
27. Spanyol OH $ 457 $ +ts $ 247 $ 286
28. Yunani OH $ 422 $ 379 $ 242 $ 24L
29. ltalia OH $ 742 $ 637 $ 4+6 $ +zz
30. Portugal OH $ 425 $ 342 $ z+z $ 24t
31. Serbia OH $ +rz $ 3zs $ 326 $ 288

EROPA TIMUR
32. Bulgaria OH $ 406 $ o67 $ 320 $ 284
33. Czech OH $ 618 $ 526 $ ++7 $ 367
34. Hongaria OH $ 485 $ 438 $ 390 $ 345
35. Polandia OH $ 46L $ +rs $ 360 $ ers
36. Rumania OH $ +ro $ 381 $ s13 $ 277
37. Rusia OH $ 556 $ s12 $ 407 $ 406
38. Slovakia OH $ 432 $ 394 $ 341 $ 303
39. Ukraina OH $ 445 $ 436 $ 375 $ 331
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AFRIKA BARAT

40. Nigeria OH $ 361 $ 313 $ 292 $ 291

4l Senegal OH $ 384 $ srz $ zez $ 231

AFRIKATIMUR
42. Ethiopia OH $ 358 $ 295 $ 221 $ 193

43. Kenya OH $ 384 $ 317 $ 237 $ 225

44. Madagaskar OH $ 296 $ 244 $ r82 $ 181

45. Tanzania OH $ 350 $ 290 $ 2+4 $ zra
46- Zimbabwe OH $ 328 $ 28L $ 244 $ z+z

47. Mozambique OH $ 399 $ 329 $ 265 $ 264

AFRIKA SEIATAN
48. Namibia OH $ 405 $ 334 $ 268 $ 233
49. Afrika Selatan OH $ 380 $ 31s $ 253 $ 251

APRIKA UTARA

50. },Jjazair OH $ 342 $ 308 $ 247 $ 286

51. Mesir OH $ 409 $ 303 $ 23s $ 2lt
52. Maroko OH $ 304 $ 25r $ t92 $ 191

53. I\rnisia OH $ 293 $ 241 $ 187 $ 186

54. Sudan OH $ 342 $ 2A2 $ 2to $ 184

55. Libya OH $ 308 $ 254 $ 189 $ 165

ASIA BARAT

56. lvnrbatjan OH $ 498 $ +ss $ 365 $ 364
57. Bahraim OH $ 476 $ 294 $ 228 $ 214
58. Irak OH $ 447 $ 325 $ 253 $ 231
59. Yordania OH $ 406 $ 292 $ 236 $ 225
60- l(uwait OH $ 456 $ 325 $ 296 $ 294
61. Libanon OH $ 357 $ 267 $ 207 $ 186
62. Qatar OH $ 386 $ 276 $ zrs $ i96
63. Arab Suriah OH $ 358 $ 257 $ 200 $ 196
64. Ttrrki OH $ 456 $ 36+ $ 283 $ 253
65. Pst. Arab Emirat OH $ 459 $ 323 $ 302 $ 301
66. Yaman OH $ 353 $ 241 $ t97 $ L96
67. Saudi Arabia OH $ 450 $ ssr $ 269 $ 251
68. Kesultanan Oman OH $ +ts $ 292 $ z+z $ 249

ASIATIMUR
69. Rep. RakyatTiongkok OH $ 378 $ 238 $ 207 $ 206
70. Hongkong OH $ 472 $ 320 $ 287 $ 286
7t. Jepang OH $ sle $ 303 $ 262 $ 261
72. Korea Selatan OH $ 42t $ 326 $ 297 $ 296
73. Korea Utara OH $ 494 $ 321 $ 300 fi 228

ASIA SEIATAN
74. Afganistan OH $ 385 $ 226 $ t73 $ L72
75. Bangladesh OH $ 339 $ L96 $ L67 $ t66
76. India OH $ 422 $ 329 $ 327 $ 325
77. Pakistan OH $ 343 $ 203 $ La2 $ 181
78. Srilanka OH $ 380 $ 242 $ 209 $ i99
79. Iran OH $ 42t $ 312 $ 243 $ ztz



ASI"ATENGAH

80. Uzbekistan OH $ 392 $ 352 $ 287 $ 254
81. Kazakhstan OH $ 456 $ 420 $ 334 $ 333

ASIA TENGGARA

82. Philipina OH $ +tz $ 274 $ zzz $ 22t
83. Singapura OH $ 530 $ 363 $ 279 $ 276
84. Malaysia OH $ 394 $ 262 $ zrs $ zra
85. Thailand OH $ 392 $ 275 $ zrr $ 20t
86. Myanmar OH $ 368 $ 250 $ t97 $ 196

87. l,aos OH $ 380 $ 262 $ 202 $ 196

88. Vietnam OH $ 383 $ 265 $ 204 $ L96
89. Brunei Darussalarn OH $ ez+ $ 2s6 $ t97 $ 196

90. Kamboia OH $ 296 $ 223 $ 197 $ t96
91. Timor Ieste OH $ 392 $ 354 $ 229 $ 196

ASIA PASIFIK
92. Australia OH $ 636 $ 585 $ 394 $ 393
93. Selandia Baru OH $ 451 $ 308 $ 274 $ 276
94. Kaledonia Baru OH $ 425 $ 387 $ 276 $ 224
95. Papua Nueini OH $ 520 $ 476 $ srs $ 259
96. Fiii OH $ 363 $ 329 $ 227 $ 179

Penjelasan:
- Satuan biaya uang pedalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan

sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalalan dinas di luar negeri yang dapat
digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
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V. KLASIFIKASI WILAYAH UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SAROLANGUN



KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

iiffiete$i sul'Aii

NAMA DESA
KLASIFIKASI WILAYA T KET

NO BERAT SEDANG LANCAR

J 4 5 6
1

v x
1 Muara Ketaro

Gurun Tuo SimPang
Kertooati

x
2 x
3
4

x
x

5 Gurun Mudo

6 o^-^--iaon x
Mandiangn x

8 1"rr}t Cl6nr

Butane Baru xI
x10
x11 \tleranti Baru

L2 Inman Dewa x
13 ?emusiran x
t4 Simpans Kertopati x
15 Ranekiline Simpans x
L6 Surun Trro x
L7 Ranekilins x
18 Jati Baru x
t9 Suneai Batang x
20 Ialang Serdang x
21 Jati Baru Mudo x
oc Meranti Jaya x
23 ,Iernans Baru x
24 Suka Maiu x
25 Sunsai Rotan x
26 Mandiarrsin Pasar x
27 Kute Jaye x
28 Gurun Baru x

VI
1 Kamouns TUiuh x
, leluk Rendah x
3 Teluk Tiso x
4 Lubuk Resam x
5 Iendah x
6 Lubuk Resam Ilir x

Pemuncak x
8 Iambane Tinesi x
9 Sunsai Keramat x

10 Sikamis x

VII KECAMATAN LIMUN
L Iemenqgung x
, Ianiune Raden x
3 Pulau Pandan x
4 Ranggo x
5 Berkun x
6 Panca Karva x
7 Meribune x
8 ) x
9 Nanal Melintans x
10 Lubuk Bedorone x
11 Demans x
t2 Monti x
13 Muara Mensao x
14 Muara Limun x
15 Sukadamai x
16 Iemalanp x

\ruI KECAMATAN BATANG ASAI
1 Datuk Nan Duo x
2 Bukit Kalimau Ulu x
3 Padane Jerins x
4 Batin Pensambans x
5 Sirnpane Narso x
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\"rur'ANGUN'
CEK ENDRA

NO NAMA DESA
KLASIFIKASI WILAYAH

KET
BERAT SEDANG LANCAR

1 2 3 4 5 6
6 Pulau Salak baru x

Raden Anom x
8 Pekan Gedans x
9 Kasiro x
10 Iambak Ratu x
11 Kasiro Ilir x
L2 Lubuk Banekar x
13 Rantau Paniane x
L4 Muara Air Dua x
15 Sungai Bemban x
16 Muara Pemuat x
t7 Muara Cuban x
18 Batu Empans x
19 Sunmi Keradak x
20 Sunsai Bauns x
2t Bukit Sulah x
22 Pa:riban Baru x
23 Bukit Berantai x

x KECAMATAN AIR HITAM
1 Bukit Suban x
2 iernih x
a Semurung x
4 Pematan Kabau x
5 Vlentawak Baru x
6 -ubuk Kenavans x
7 Desa Baru x
8 Lubuk Jerins x
9 Mentawak Ulu x

x KECAMATAN BATHIN VIII
1 Batu Penvabune x
2 Penarun x
3 laniune Gasak x
4 Rantau Gedans x
5 Pulau Lintang x
6 Dusun Dalam x

Limbur Tembesi x
8 Bansun Javo x
9 Ieluk Kecimbune x
10 Pulau Buavo x
t1 Pulau Melako x
t2 faniung x
13 Sukaiadi x
t4 Ieluk Mancur x
15 Muara l,ati x


